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TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017,

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

5.Undang...



10.

11.

12.

By

Unclang-Undlang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);

Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan «antwra Pemerintah Pusat dan Daeral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahsun
Lembaran Negara Nomor 4438}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Reiribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentong Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Todum 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia
Nomor 35587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhiy
kali dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015 fentzwmg
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Incdonesia Tabun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia nomor 5679);

Peraturewn Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negaira Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Baclan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

Peratwwan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nowmor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturam ...
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Perattwan Pemerintalh Nomor 357 Tahun 2005 tentang Hibab
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 2005 Nomor 139,

Teunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan’
Keunangan Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lemboaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar  Pelayanan  Minimeald
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785) ;

Peraturan Pemerintalhh Nomor & Tahun 20006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaram
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peratiwan Pemerintah Neomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keunangan Kepada partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintali Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2012 Nomor 195,
taanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerintahh Nomor 69 ‘Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pembetian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peratuwan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjumnan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lemnbaran Negara Nomor S5219);

Peratuwran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibly
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Temmbehan
Lembaran Negara Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan

dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pewmerintah — Daerah;
{Lembaran Negaira Republik Indonesia Talim 2005 Nomor 1635,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan ...
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Pérattu‘an Menteri Dalam Negeii Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pecloman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana fteleaith
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahesn Kedua Peraturan Menteri Daleun
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacraly

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentzwng
Tata Cara Penganggaran Perubahan Anggaran Pendapate w dan
Belanja Daerah Tahun 2017, Penatausahaan dan Penyusuncu

Laporan Pertanggungjavvaban Bendahara serta Penyampaiannya;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tathun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosinl yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah,

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggarew Pendapatan Dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentzug
Pedoman Penyusuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Talnm Anggaran 2016

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang |

Pedoman Penyusunan Perubahan Angguan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pemyusunan Anggaran Pendapatan dan Belang
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan — Kemampuan Keuangan  Daerah  Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Bevita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peratwian Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun | 2010 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerali Kota Cilegon
(Lembaran Daecral Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tabun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerh Kota Cilegon Tahun 2010
Nomox 7);

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer«ilh Tahun Anggruwnn
2017,

Dengan ...



Menetapkan

5.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

clan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH ‘TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeresih Tahun

Anggaran 2017 dengan riucian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Semula Rp.1.713.809.477.696
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 144.621.360.083

Jumlah Pendapate wr setels th Perubahan Rp. 1.858.430.837.779

b. Belanja
1. Semula - Rp.1.933.709.959.786
2. Bertambal/ (berkurang) Rp. 128.007.089.495

Jumlah Belanja setelah Perubahan _Rp.2.061.717.049.281

surplusf{Defisit) setelah Perubahan Rp, (203.286.211.502)
¢. Pembiayaan :
‘1. Penerimaan
a Semula ‘ Rp. 229.900.482.090
b) Bertambah/(berkurang) Rp (16.614.270.588)

Jumlah Penerimaan setclnh Perubahan Rp  213.286.211.502
2. Pengeluaran
4 Semula Rp.  10.000.000.000
b} Bertambah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Pengeluaran setelah Paubaban Rp.  10.000.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Rp. 203.286.211.502

Sisa lebih pembiavaan anggaran tahun berkenaan setelah

perubahan Rp. 00
Pasal ...
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Pasal 2
(1) Pendapatem Daerah sebagaimana dimaksud dalam Paszul 1
terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 682.529.991.962
2. Bertambah/(berkuran g Rp.  81.440.998455
Jumlah pendapatan ash daerah setelenh Perubahan
Rp. 763.970.990.417

b. Dnna perimbangan ‘
1. Semula Rp. 900.618.145.408
2. Bertambah/(berkurang) Rp.  (22.997.821.047)

Jumlah dnna perimbangan setelah Perubahan
Rp  877.620.324.361
¢ Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Semuda Rp. 130.661.340.326
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 86.178.182.675

Jumlah lain-lain pendapat: m daerah yang sah setelah
Perubahan Rp. 216.839.523.001
{2} Pendapaten asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdivi dari jenis pendapatan : |
a. Pendapatan Pajak daerah
1. Semula Rp. 499.720.000.000
2. Bartambah/(berkurang) Rp 37.926.142.172
Jamnle 'z Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp. 537.646.142.172

b. Hasil Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 22.933.504.336
2. Bertambah/(berkurang) Rp (2.469.023.450)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan
Rp. 20.464.480.880

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkewn
1. Semula Rp.  106.828.311.309
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 96.847.004

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah ' yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 16.925.158.313

d. Lain-lain ...
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e Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah
1. Bemula Rp. 143.048.176.137
2. Bertambah f{berkurang) Rp. 45.554.885.942

Jumlah  Lain-Lain Pendapatan Ash Daerlh Yang Sah
setelnh perubahan Rp. 188.603.062.259

(3) Dana perimbangan schbagaimana dimaksud pada ayat (1)
horuf b terdini dari jents pendapatan :
a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajek
1. Semula Rp. 117.090.588.000
2. Bertambah/ (berkurang) Rp.  14.825.049.361

Jumlah Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah
Perubahan Rp 131.915.637.361
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 649.872.033.408
2, Bertambah/(berlkurang) Rp. (54.533.936.408)

Jumlah Dana Alokasi Umuin setelah Perubahan :
Rp. 595.338.097.000

¢. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 133.655.524.000
2, Bertambah/(berkurang) Rp. 16.711.066.000

Juinlah Dana Alokad Khusus sete Iah Perulaban
Rp. 150.366.590.000
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebag-imana
dimaksud pacda ayat (1) huraf ¢ terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajpk dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah laionya.
1. Semula Rp. 123.161.340.326
2. Bertambah/f(berkuramng) Rp. 16.178.182.675

Jumlali Dana Bagi Hasil Puak dard Provinsi dan
Pemerintalh Daerah setelaly Perubahan
Rp. 139.339.523.001

b. Penclapatan ...
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b, Pendapatan Hibah -

1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 00
Jumlah Pendapatan Hibah sefelah Perubahan
Rp. 00
c. Dana darurat
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang)Ryp. 00

Jumlah dana darwrat seteleth Perubahan

Rp. 00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 7.500.000.000
2. Bertambah/(berkurang)Rp. 00

Jumlah Penyesuaiah dan Otonomi Khusus setelah
Perubahan
Rp. 7.500.000.000
¢ Bantuan Keuangnn dari Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 70.000.000.000

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atan dari
pemerintah daerah lainiya setelah Perubahan
Rp.  70.000.000.000

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagnimana dimaksud dalam Pasal 1 terdliri

dari:
a Belanja Tidak Langsung :

1. Semula Rp. 714.252.350.892

2. Bertambah/{berkurang) Rp. {21.219.831.587)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan Rp. 693.032.459.305

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp.1.219.457.608.894
2 Bertambah/(berkurang)Rp. 149.226.981.082

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubalian
Rp. 1.368.684.589.976
(2) Belanja ..
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(2) Belanja Tidak Langsung schagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja :

a Belanja Pegawal sejumlaly :

d.

1. Semula Rp. 640.032.142.676
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (16.457.243.395)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

Rp. 623.574.899.281

Belanja Bunga sejuunlah :

1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/f(berkurang) Rp. 00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan
Rp. 00
Belénja Subsicly '
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00
Jumlah Belanja Subsicli setelali Perubahan
Ry, 00
Belanja Hibah
1.} Semula : Rp. 54.689.800.000

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.840.000.000

- Jumlah Belanja Hibah setelahh Perubahan

Rp. 56.529.800.000
Belanja Bantueom Sosial
1. Semula Rp. 15.617.011.000
2. Bertambah/{berkurang) Rp. (5.216.824.000)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial sételnh Perubahan
Rp 10.400.187.000

Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan
Rp. 00
Belanja Bantuan Keuvangan kepacla

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik

1. Semula Rp. 913.397.216
2. Bertambah/(berkurang) Rp 114.175.808
Jumlaii Bele tnfa Bamtuai Keu.angain kepada

Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik setelah Perubahan Rp. 1.027.573.024
h. Belanja ...
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h. Belanja Tidak Terduga

1. Somoila Rp.  3.0600.000.000

Jnarnis:

2. Bertambah/{berkurang) Rp.  (1.500.000.000)

Jumlal belanja tidak terduga seteleth Perubenhan
Rp. 1.500.000.000
(3) Belanja Langsung secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 109.210.362.268
2, Bertambah/f(berkurang) Rp. 14.800.685.221
Jumlah Belanja Pegawai setelaly Perubahan
Rp. 124.011.047.489

b. Belanja Barang Dan Jasa

1. Semula Rp. 522.590.500.450

2. Bertambah/(berktirang)Rp. 49.239.750.068

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah Perubahem
| Rp 571830250518
¢. Belanja Modal
1. Semula Rp 587.656.746.176

2. Bertambah/f{(berkurang)Rp. 85.186.545.793

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
Rp. £672.843.291.969
Pasal4

{1) Pembiayaan Daerah secbagaimana dimaksud dalam Pasal 1

te hri dari;
a Penerimaan

1. Semula Rp. 229.900.482.090

2. Bertambah/(berlcurang) Rp. (16.614.270.588)

Jumlnh penerimaan setelah Perubahan
Rp 213.286.211.502

b. Pengeluaran..
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b. Pengeluaran
1. Semula Rp.  10.000.000.000
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahem
Rp. 10.000.000.000

Penerimaan scbagaimana dimeksud pada ayat (1) buwruf a

terdiri dari jenis pembiayaan :

a SiLPA Tahun Anggawan sebelummnya
1. Semula Rp. 229.900.482.090
2. Bertambah/(berkirang) Rp. (16.614.270.588)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah

Perubahan Rp 213.286.211.502
b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00
Jumliabh Pencairan Dewa Caclangan setelah Perubethan
Ry, 00
¢. Pencairew: Dana Deposito
1. Semuda Rp. 00
2, Bertambal/{berkur-g) Rp. 00
Jumlah Pencairan Dana Deposito setelah Perubshon
Rp. 00
d. Hasil Penjualan Kekayaan Daercih yang dipisahkan
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkuirang) Rp. 00
Juunlah Hasil Penjualemn Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan Rp. 00
e. Penerimaan Pinjuman Daeraih dan Obligasi Daerah
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/(berkuirang) Rp. 00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Dacral dan Obligasi Daerah

setelah Perubahai Rp. GG
f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1. Semula Rp. 00

2. Bertambalf(berlcurang) Rp. 00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah
Perubahan Rp. 00

g. Penerima-mn ..,
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g. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. Q0

2. Bertambaly/(berlcurang) Rp. 00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
Rp. 00

h. Divestasi Daeralh

1. Semula Rp. 00

2. Bertambah f(berkurangj Rp. 00

Jumlalr Divestasi Daeral scfe lah Perubahan
Rp. 00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimenksud pada ayat (1) horuf b
terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/{berkurang) Rp. 00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelalh Perubahan
Rp. 00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Dacrah
1. Semuda Rp. 10.000.000.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00
Jumlah Penvertaan Modal (Investas)) Daerah setelnh
Peirubahan Rp. 10.000.000.000

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
1. Semula Rp. 00
2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00
Jumlah Pembayaran Cicilaii” Pokok™ Utalg Yailg Jatuh
Tempo setelah Perubhan Rp. 00

d. Pemberian Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah
1. Semnla Rp. 00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daeralh Dan Obligasi Daerah
setelah Perubahen Rp. 00

e. Imvestasi Jangka Pendek Dalam Deposito
1. Semula Rp. 00
2. Bertambalh/(berkurang) Rp. 00
Jumlah Investasi Jangka Pendek Dalam Deposito setelah
Perubahan Rp. Q0

f. Pembaryaran utang kepada Pihak Ketiga _
1. Semula Rp. 00
2, Beitambali/{berk tirang) Rp. 6G

Juunlah Pembawaran utang kepacla Pihak Kefiga sctelah
Perubahan Rp. 00

g. Pengeluaran ..,
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Uraian

Belanja

1. Semuila

13-

g Pengeluaran Investasi Non Permewmen

Rp. Q0

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 00

Jumlah Pembayaran utang kepacla Pihak Ketiga setelb

Perubahan

Rp. 00

Pasal 5
lebihh lanjut Perubahan Anggaran Pendapaton dan

Daeral sebagaimana dimeksud dalam Pasal 2 szupai

dengan pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang menpakem

bagian yang tidnk terpisabkan dari Peraturamn Daeraly ini, terdini

dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran I
c.  Leunpirem 1T
. Lampiran IV

k.

L

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampirewn X

Lampiran XI

Leumpiran XIT

m. Lampiran XIII

Ringkasan APBD;
Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD mentirut Urusan
Pemerintahan Daeral, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja Menurut Uruscm
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Progrsum
dan Kegiatan;

Rekapitulasi  Belanja  Daerah  untuk
Kesclarasem dan Keterpaduem  Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan,

Daftar Piutang Daeraly;

Daftar Penyerta-in Modal (Investasi) Daerah;
Daftar  Perkiraan
Pengurawngan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Lainnya;

Penambahan dan

Daftar kegiatan-kegiatan tahun ~nggaran
sebelvimnya yang belum di selesaikan dan
dianggarkan  kembali dalam  teiwn
anggaran ini,
Daftar dana caclangan daerah
Daftar Pinjuman Daersih

(2) Lampiran. ..,
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Lampiran sebagaimewma dimaksud pada ayat (1), merupakan

bagian yang ticak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Dalam keadaan darwat pemerintah daerah dapat mekndailemn,

belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggaranaya delam

APBD.

Keacdaan darwat sekurang-kurangmya memenuhi  kriteria

schagai berikut:

a. bukew merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secoira berulang;

c. berada di lnar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggarau dalam
rangka pemuliban yang disebabkan oleh keadann darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarcmnnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan

belanja tidak terduge.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilnkukan dengan cara: _

a. menggunakan dana daii hasil penjadvwalan ulang capaiwm
target kinerja program dan kegiatan luinnya dalam talhun
anggaran berjalan; dan/atau

b. mem-nfaatkan ueng kas yang tersedia.

Kriteria Dbelanja untuk keperluan mendesak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mencakup :

a. program dan kegiatan pelavanan dasar niasyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggarcm berjalan;
cdan

b. keperluan menclesak lainnya yang apabila ditunda alan
menimbulkan kerugian yang lebih bescw bagi pemerinte b
cdaerah dan masyarakat.

Peleksanaan  belanja / pengeluarcwr yang belum  tersedia

<mggarannya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan belanja tidak terduga.

Dalun bhal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara ;

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
teuget kinerja program dan kegiatan lainnya dalam talwun
anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatlcan ...
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b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisth lebih
realisasi pendapatewm  atau  selisibh  lebith  realisasi
penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkamn
dalam peraturan daerah tentang APBD.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) termasuk
beleinja untuk keperluan mendesalk |

(6) Kuiteria belanja untuk keperluan mendesak sebageimana
dimaksud pada ayat (5) mencakup :

a, Programm dan kegiatan pelayyanan dasar masyarakat yang
anggatannva belum  tersedia  dalam  tahun  anggarvan
berjalan dan;

b. Keperluan menclesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yauglebihh besar bagi pemerintal
daerah dan masyarakat; /

(7) Penjacdwalan ulang pencapaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan schagimana
dimaksud pada ayat (4) bhuruf a diformmnlasikan terlebih dahnin
dalam DPA-SKPD;

(8) Pendanaan keadaan dararat untuk Kegiatan sebagumana
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahuin dalam
RKA-SKPD;

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran  yang belum  tersedia anggarannya,  dan
pengeluarsm  tersebut disampedkan dalam laporan realisasi

anggaran {LRA)

T e 1 7
rasay s

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam |

keaclaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 7 terlebih dahulu

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota

Pasal8

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran
Anggaran Penclapatan Dan Belanja Daerah sebagai Landasan

Operasional Pelaksanaair



< B
Pasal O

Peratunz m daerah ini mulai berlaku pada tanggnl divndangkeamn.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratwan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
padla tanggal 30 Oktober 2017
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ftd

EDI ARIADI

Diundangkan di. Cﬂegon
pada tanggal 30,1@
SEI\RETAR'[S,..B’XER
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